SALINAN

BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 75
TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)

Mengingat

dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan
Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus
Desease (Covid-19) dan / atau menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian, Dana
Perimbangan Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020
mengalami pengurangan, sehingga mempengaruhi
besaran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

1.

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Alokasi Dana Desa, Dan Alokasi Bagian Dari Hasil
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 181, tambahan Lembaran Negara



Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,



Menetapkan

10.

11.

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor199/PMK.07/2017
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1884);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun
2017tentangPenetapanPrioritasPenggunaan Dana
DesaTahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1359);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggara 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2019 nomor 2);

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 83 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi Tahun 2019 nomor 83

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN
SINGINGI NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG
ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun
2019 tentang Alokasi Dana Desa, Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2020, diubah pada Lampiran [ dan Lampiran II Peraturan Bupati

1ni.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Juni 2020
BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd
H MURSINI

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd

H. DIANTO MAMPANINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020 NOMOR 26
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